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TEI.ITANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUN-AN PARIWISATA

YANG IERINTEGRASI DAN BERLTLANJI]TAN

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGLINAN NASIONALI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang Li

b

bahwa dalam langka mendukung percepatan pembangunan
pafiwisata di destinasi wisata prioritas, diperiui,<an aciany'a

penguatan sinkronisasi perencanaan dan pengang3;atan
berdasalkan pendekatan holistik, integratif, tematrk, dan spasial;

bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan
pernbangunan pariwisata di rlestinasi wisata prioritas,
pemerrntah bekerja sarna dengan Bank Dunia dan mitrz
pembangunan lainnya untuk pembangunan pariwisata yang
terintegrasi dan berkelanjutan;

bahwa betdasarkan pertimbangan sebagaimana dimai<sud dalam
hr;ruf a dan huruf b dan untuk mempersiapkan dan mendukung
pelaksanan pembangunan pariwisata yanS terinte8rasi dan
berkelanjutan, perlu membentuk Tim Koordinasi Prograin
Pernbangunan Pariwisata yan8 Terintegrasi dan Berkelanjutan;

bahwa para pejabat yang natr.anya tercantlrm da7aru lampitan
Keputusan ini dianggap numpu dan memenuhi persyatatan
untuk meiaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi
Prol4ram Pembangrinan Pariwrsata yang Terintegrasi ciun

Berkelanju*,ar;

Undang-Undang Nomor 25 Tahttr 20O4 tentanS Sistem

Perencanaan P embangunan Nasional (lrmb ar an Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tantbahan Irmbaran Negara
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2009 tentanS Kepariwisaiaan
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor il,
Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4966);

d

Mengingat 1

Z

3. Ut.dang - Llndang ...
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZO74 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah ditbah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahrm 2018 tentang Ang&aran
Pendapzian dan Belanja Negara Tahun Anggarun 2019
(kmbarun Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 223,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O7l tentang Tata Cata
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hlbah;

6. Peratnran Pemerintah Nomor 50 Tahvn 201,7 tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahrn 2O1.O-

2025;

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 1,7 Tahun 201,7 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Pengan1garan
Pembangunan Nasionall

8. Perat:atan Presiden Nomor 64 Tahun 2074 tentang Koordinasi
Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pariwisata sebagaimana
telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 14 Tafum 2Ol8;

9. Perafifian Presiden Nomor 7 Tahun 2075 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Ne8ara;

10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentan8 Kementerian
Petencanaan Pembangunan Nasional;

10. PeratLran Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan P embanganan Nasional sebagaimana telah diu.bah

dengan Peratlitan Presiden Nomor 20 Tahw 2016;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
201.6 tentan1 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Petencanaal Pembangutan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Percncanaan Pembangtnan Nasional Nomor 6 Tahun
2077;

72. Peraturan Menteri Petencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Percncanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
20 7 6 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, P elapor an, P emantauan,
dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaranl

MLMUTUSKAN:...
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELII,L{

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MXNTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,/KEPAI"A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTI.]KAN TIM KOORDINASI PROGRAM
PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN
BERKEIANJT]TAN.

Membentuk Tim Koordinasi Program Pembangttnan Pariwisata yang
Terintegrasi dan Berkelanjutan, untuk selanjutnya disebut Tim
Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Teknis,
dan Tim Dukungan Substansi.

Tim Pengarah bertugas:

a. memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan,l
pelaksanaan,, pngendalian, pemantauan dan evaluasi ProSram
Pembangwan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;

b. menetapkan kebijakan umum terkait Program Pembangunan
Pariwisata y ang Terintegrasi dan Berkelanjutan;

c. menetapkan kebljakan pemanfaatan pinjaman dan hlbah dari
mitra pembangunan untuk mendukung Program Pembangunan
Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;

d. memberikan atahan dalam penq9unaan hasil-hasil serta
pe.ngalaman dan pembelajarun dari pelaksanaan Program
P embangunan P ariwisata y ang Terintegrasi dan Berkelanjutan.

Tim Pelaksana terdiri dari Ketua I, Kehra II, Wakil Kehra, dan Anggota.

Tim Pelaksana bertuSas:

a. membantu Tim Pengarah dalam menyiapkan arah kebijakan dan
strategi pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisala yang
Terintegrasi dan Berkelanjutan yan9 bersifat teknis dan
operasional;

b. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait
Pembangunan Pariwisata yang Terintegr asi dan Berkeianjutan
seperti dengan Kementerian/kmbaga, Pemerintah Daerah, dlLnia
tsaha, prgurtan tinggi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi
profesi, dan mitra pembangunanl

c. melakukan ...
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c. melakukan sinkronisasi petencanaan dan penganggaran terkait
Progra;m Pembangtnan Pariwisata yang Terintegrasi dan
Berkelanjutan;

d. mengoordinasikan efektivitas dan kelancaran penyiapan d^n
pelaksanaan komponen ProSram Pembangunan Pari:u/tsata yang
Terintegrasi dan Berkelanjfian meliputi:

l. Petencanaan destinasi wisata yang terinteritegrasi dan
berkelanjutan dikoordinasikan oleh Ketua I;

2. Pengembangan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di destinasi
wisata dikoordinasikan oleh Ketua II;

3. Peningkatan sumber daya manusia, industri dan kelembagaan
pariwisata dikoordinasikan oleh Ketua I;

4. Peningkatan iklim tsaha untuk investasi pariwisata
dikoordinasikan oleh Ketua I.

e. memberikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai kemajuan
pelaksanaan program.

Tim Teknis terdiri dari Ketua I, Ketua II, Wakii Ketua, dan Kelompok
Kerja.

Tim Teknis bertugas:

b. membantu Tim Pelaksana dalam menyiapkan teknis sinkronisasi
per enc anaan dan pengan1gar an kepariwisa+ta n nasional;

c. melakukan teknis sinkronisasi p,rencanaan dan penganggaran
terkait Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan
Berkelanjutan;

d. melaksanakan penyiapan teknis dan koordinasi pelaksanaan
Program Pembangttnan Pariwisata yan9 Terintegrasi dan
Berkelanjfian;

e. mengkoordinasikan Kelompok Kerja untuk mendukung
penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi teknis untuk komponen
Pro8ram Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan
Berkelanjutan meliputi:

1. Kelompok Kerja I: Perencanaan destinasi wisata yang
terintegrasi dan berkelanjutan;

2. Kelompok Kerja II: Pengembangan infrastruktur dasat dan
aksesibilitas di destinasi wisata;

3. Kelompok...
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3. Kelompok Kerja III: Peningkatan sumber daya manusia, industri
dan kelemb agaan pariwisata;

4. Kelompok Kerja IV: Peningkatan iklim usaha untuk investasi
pariwisata.

f. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait
Pembangunan Pariwisata yanS TerinteSrasi dan Berkelanjutan
seperti dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dunia
usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi

profesi, dan mitra pembangunanl

g. melakukan koordinasi teknis dengan Kelompok Kerja Destinasi

Pariwisata yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
untuk menunjang efektivitas dan kelancaran peny\apan dan
pelaksanaan program;

h. memberikan laporan kepada Tim Pelaksana mengenai kemajuan
pelaksanaan proSram;

i. Kelompok Kerja membantu dalam penyiapan, koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan komponen Program Pembangunan

Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.

Tim Dukungan Subtansi bertugas:

a. mengawal pelaksanaan Progam Pembangunan Pariwisata yan9
Terintegrasi dan Berkelanjutan dan pembentukan kelompok kerja
destinasi pariwisata yang dibentuk di tingkat provinsi dan
kabupaten kota;

b. mendukung pelaksanaan tugas Tim Teknis dan mengawal
pelaksznaan tugas Kelompok Kerja I hingga Kelompok Kerja IV
dalam rangka Wngvatan sinkronisasi Wrencana.an dan

Wngang9aran berdasarkan pendekatan Tematik, Holistik,
Integratif, dan Spasial khususnya dari sisi pengembangan wilayah
untuk mendukung Wrcepatan pembangunan pariwisata di
Destinasi wisata Prioritas;

c. menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data

dan informasi terkait pengembangan wrlayah yang dibutuhkan
oleh Tim Teknis dalam merumuskan arah kebijakan, strate8i,

perencana.an, pelaksanaan, pe.ngendalian, pemantauan, dan
evaluasi Program pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan
Berkelanjutan.

d, menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Petencanaann
Pembangunan Nasional melalui Tim Teknis, Tim Pelaksana, dan
Tim Pengarah.

e. melaksanakan: ...
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KESEBELAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,

-
z>-

RR. Rita Erawati

-(-

e, melaksanakan penr9asan lainnya.

Dalam pelaksanaan f.tgasnya, Tim Teknis dlbantu
Management Unit (PMU) oleh Menteri Pekerjaan
Perumahan Ralyat.

Dengar,r berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Petencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Petencanaan Pembangunan
Nasional Nomor Kep. 8 6/M.PPN/HK,/ O 6 / 20 1 8 tentanS Pembentukan
Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi
dan Berkelanjutan sebagatmana telah drtbah dengan Keputusan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepaia Badan
Petencan an Pembangunan Nasional Nomor Kep.

128IM.PPN/HK / 7 L / 20L8, dicabtt dan dinyatakan trdak berlaku.

Segala biaya yang diperlukan dalam rungka pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi dlbebankan pada Anggarun Pendapatan dan Belanja Negaru
masing - masing Kementer ran / Lemb aga.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak

tanggal2 Jarutari 2019

Ditetapkan di Jatarta
pada tanggal 31, Jantari 2079

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

oleh Project
Umum dan

ttd



SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

YANG TERINTEGRASI DAN BERKEIANJT]TAN

SAtrINAN
I-A.MPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPAIA BAPPENAS

NOMOR KEP. I / M.PPI:I / HK/ 0 1, / 20 1,9

TANGGALSIJANUARr 2019

1 . Menteri Pekerjaan Um:om dan Perumahan Rakyat;

2. Menteri Pariwisata.

1. Menteri Perhubangan;

2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional;

3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehatanan;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Energi dan Sumber D aya Mineral;

6. Menteri Badan Usaha Nlrlik Negara;

7. Menteri Keuangan;

8. Menteri Kesehatan;

9. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

1 0 . Menteri Kelautan dan Perikanan;

77, Kepala Badan Koordinasr Penanaman Modal;

72. KepalaBadan Ekonomi Kreatif.

Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Sarana dan Ptasarana, Kementerian PPN/

Bappenas.

7. Kepala Badan Pengembangan lnfuastruktur Wilayah,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan
Kelemb agaan, Kementerian Pariwisata;

A. TIM PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

Anggota:

B. TIM PELAKSANA

Ketua I

Ketua II

Wakrl Ketua

3. Deputi

: Menteri PPN/Kepaia Bappenas.



Anggota

3. Deputi Bidang Perencana.an Penanaman Modal, Badan
Koordinasi P enanaman Modal;

4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangwan, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman;

3. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreafif,
Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan tJsaha
Kecil Menengah, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

4. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata,
Kementerian P ariw is ata;

5. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Ralyat;

6. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Direktur Jen deral Penyediaan Perumahan, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralyat;

9. Direktur Jenderul Perhubungan Darat, Kementerian
Perhubungan;

10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubtmgan;

11. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementeian
Perhubungan:

12. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian
Perhubungan;

13. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria
dan T ata Ruang / B adan P er tanahan Nasional ;

14. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehttanan;

15. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

1 6. Direktur . . .
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i6. Direktur lenderul Pengelolaan RuanS Laut,
Kementerian Kelautan dan Perlkanan;

17. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Minerall

78. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;,

19. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuansan;

20. Direktur Jen deral Anggarun, Kementerian Keuanganl

21. Direktur lenderul Perrmbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan;

22. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kemenlerian Dalam Negeril

23. Direktur Jenderul Btna Keuangan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri;

24. Dnektor Jenderul Kesehatan Masyarakat, Kementerian
Kesehatan;

25. Direktur lenderal Kebudayaan, Kementerian
Pendidlkan dan Kebuday aan;

26. Degtti Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menegah;

27. Dept;:tt Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Badan
Ekonomi Kreatif;

28. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penaflarnan
Modal, Badan Koordinasi P enanaman Modall

29. Deptti Bidang Promost Penanaman Modal, Badan

Koordinasi P enanaman Modal;

30. Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP, Kementerian PPN/
Bappnas;

31. Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, M.Sc,
Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Industri, Pafiwisata dan Ekonomi Kreatif,
Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.Ketua II

Wakil Ketua ...

C. TIMTEKMS

Ketua I
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Wakil Ketua

KELOMPOK KERJA I

Ketua

Anggota

7. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strate8is,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;

2. Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pariwisata;

3. Direktur Perencan an Jasa dan Kawasan, Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

4. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Kementerian PPN/Bappenas.

KELOMPOK .. .

: Asisten Deputi Manajemen Strategis, Kementerian
Pariwisata.

: 1. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I,
Kementerian Pariwisata;

2. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional lI,
Kementerian Pariwisata;

3. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional III,
Kementerian Pariwisata;

4. Asisten Deputi Pengembangan lnsfrastruktur dan
Ekosistem, Kementerian Pariwisata;

5. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Pentmahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Direktur Pen taan Kawamn, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

8. Direktur An1garan Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman, Kementerian Keuanganl

9. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan,

Kementerian PPN/Bappenas;

10. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air,
Kementerian PPN/ Bappenas;

1 1. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daeruh lll,'
Kementerian Dalam Negeri.



KELOMPOK KERJA II

Ketua

Anggota

KILOMPOK KERJA III

Ketua

Anggota

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralyat.

1. Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan
Ekosistem, Kementerian Pariwisata;

2. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman,
Kementeri.an PPN/Bappenas;

3. Direktur Pengairan dan lrigasi, Kementerian PPN/
Bappenas;

4. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqyat;

6. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Direktur Dana Perimbangan,, Kementerian KeuanSan.

Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisatz dan
Hubungan Antar lrmbaga, Kementerian Pariwisata.

1. Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata,
Kementerian Pariwisata;

2. Direktur Edukasi Ekonomi Kreattf, Badan Ekonomi
Ikeatif;

3. Asisten Deputi Industri dan lasa, Kementerian Koperasi
dan UKM;

4. Direktur Pemberdayaan Usaha, Badan Koordinasi
PenanamanModal;

5. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian
Desa, Pembangtnan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi;

6. Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan
Perdesaan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Terlinggal dan Transmigrasi;

7. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

KXLOMPOK...
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KELOMPOK KERJA IV

Ketua Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Badan Koordinasi
PenanamanModal.

1. Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Badan
Koordinasi P enanaman Modal;

2. Direktur Promosi Sektoral, Badan Koordinasi
PenanamanModal;

3. Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Kementedan
Pariwisata;

4. Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olah Raga Maritim,
Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman;

5. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama
Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementefian Keuangan.

Anggota

D. TIM DTJKTJNGAN SUBSTANSI DANADMIMSTRASI

Kefiia : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan,
Kementerian PPN/Bappenas.

AnSSota : 7. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Direktur Tata Rlang dan Pertanahan, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Taafrq Hidayat Puffa, ST, M.En8, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

6. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

7. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian
PPN/Bappenas;

8. Ade Kuswoyo, S.Si, MT, Kementerian PPN/BapperTas;

9. Khairul Rizal, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;

1O. Raffi Noor, S.Si,, Kementerian PPN/Bappenas;

1 1. Agung M.H. Dorodjatoen, ST, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

72.Lka...
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72. Ika Retna Wulandary, ST, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

13. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT, Kementerian
PPN/Bappenas;

14. Moh. Agung Widodo, SP, MIDEC, Kementerian
PPN/Bappenas;

1,5. Drah Lenggogeni, ST, M.Sc, Kementedan
PPN/Bappenas;

1,6. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

17. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;

18. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D, Kementerian
PPN/Bappenas;

19. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementedan
PPN/Bappenas;

20. Harry lesmana, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;

27. lntan Natasha Plltri, SE, MPP, Kementerian
PPN/Bappenas;

22. Ade Hendrap:utra, ST, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

23. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D, Kementerian
PPN/Bappenas;

24. Handi Setiawan Adiputra, ST, Kementerian
PPN/Bappenas;

25. Dtdik Darmanto, S.Sos, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas;

26. Pungky Widiaryanto, S.Hut, M. Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

27 . Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;

28. Erlk Armudito, ST, MT, fu.D, Kementerian
PPN/Bappenas;

29, Setyawatt, ST, M.NatResEcon, Kementerian
PPN/Bappenas;

30. Mira ..
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30. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas.

MXNTTRI PERENCANAAN PEMBANGI.]NAN NASIONAL,/

KXPATA BADAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

tld

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

tz_--..-
RR. Rita Erawati


